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KEPUTUSAN  
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI  

NOMOR 132.6 TAHUN 2024 
 

TENTANG 

ROLE MODEL DALAM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH 
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) 

DI LINGKUNGAN PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA, DAN 
PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN 

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI 
TAHUN 2024 

 
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI, 

 
 

Menimbang :   a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik 

dan pencegahan korupsi sebagai bagian dari pelaksanaan 

reformasi birokrasi di Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, 

dan Pengelolaan Perpusatakaan Kepaniteraan dan Sekretariat 

Jenderal Mahkamah Konstitusi, perlu membangun komitmen 

untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah 

birokrasi bersih dan melayani (WBBM) untuk memberikan 

dukungan terhadap Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa, 

mengadili, dan memutus perkara konstitusi; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal 

Mahkamah Konstitusi tentang Penetapan Role Model  dalam 

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih 

dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Pusat Teknologi Informasi 

dan Komunikasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal 

Mahkamah Konstitusi Tahun 2024. 

 
Mengingat     :   1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 
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Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4150); 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 

tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 

2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6554); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 

tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025; 

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 

tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik 

Indonesia Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan 

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158); 

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah 

Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di 

Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia 

Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona 

Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah 
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Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi 

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 671); 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi 

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; 

8. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 

Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan 

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah 

Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 

Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan 

Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi; 

9. Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 

132.5 Tahun 2024 tentang Penetapan Tim Kerja Pembangunan 

Zona Integritas Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani 

(WBBM) di Lingkungan Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, 

dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretaris 

Jenderal Mahkamah Konstitusi Tahun 2024. 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan  : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH 

KONSTITUSI TENTANG ROLE MODEL  DALAM PEMBANGUNAN 

ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN 

MELANI (WBBM) DI LINGKUNGAN PUSAT PENELITIAN DAN 
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KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH 

KONSTITUSI TAHUN 2024 

KESATU  : Menetapkan Role Model  dalam Pembangunan Zona Integritas 

menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di 

lingkungan Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan 

Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal 

Tahun 2024 sebagai berikut: 

No. Nama Pangkat/golongan Jabatan 

1. Pan Mohamad 
Faiz Kusuma W 
 

Pembina Utama 
Muda/IVc 

Kepala Pusat 
Penelitian dan 
Pengkajian Perkara, 
dan Pengelolaan 
Perpustakaan 

 

KEDUA  : Role Model  bertugas sebagai teladan dan contoh bagi bawahan yang 

dipimpinnya dan pemberi motivasi kepada pegawai ke arah yang 

baik terkait dengan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di 

lingkungan Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan 

Pengelolaan Perpustakaan; 

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan 

ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam 

keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. 

 

   Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth, 

1. Y.M. Ketua Mahkamah Konstitusi; 

2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 5 Maret 2024 

SEKRETARIS JENDERAL, 

HERU SETIAWAN 
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